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Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris mempunyai tempat kedudukan 
/wilayah yang ditunjuk baginya. Tempat kedudukan tersebut bagi Notaris bukanlah 
bersifat selamanya. Terhadap Notaris yang ingin pindah tempat kedudukan satu wilayah 
jabatan tetap dimungkinkan karena merupakan hak bagi setiap Notaris. Notaris 
berkewajiban menyimpan akta-akta yang telah dibuatnya sebagai bagian dari Protokol.  
Permasalahan yang hendak dikaji adalah bentuk tanggung jawab Notaris yang pindah 
wilayah jabatan terhadap akta yang dibuatnya, serta bentuk perlindungan hukum bagi 
Notaris yang telah pindah wilayah jabatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
yuridis normatif, dengan metode pendekatan yaitu dengan cara pendekatan undang-
undang, pendekatan konsep.  
Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, bentuk tanggung jawab Notaris yang pindah 
wilayah jabatan terhadap akta yang dibuatnya pada dasarnya sama dengan Notaris yang 
masih menjalankan jabatan dan Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, yaitu ketika 
Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka Notaris 
bertanggungjawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari 
segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. kedua, Bentuk 
perlindungan hukum bagi Notaris yang pindah wilayah jabatan adalah melalui MKN. 
Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris bertujuan untuk menghindari 
tindakan yang sewenang-wenang dari penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam 
persidangan. 
 





In carrying out his position a Notary has a place of position/territory appointed to 
him. The place of residence for the Notary is not forever, a Notary who wishes to relocate 
his / her domicile is possible since it was the right. However, Notary is obliged to keep 
the deeds he/she has made as part of the Protocol.  
This research discussedon the responsibility of Notary who moved the position of 
office to the deed he made, as well as the form of legal protection for Notary who has 
moved the position area. This research uses normative juridical research type, with 
approach method that is by the approach of law, concept approach.  
The results of this study are: First, the form of responsibility of a Notary who moved 
the territory of office to the deed he made is essentially the same as the Notary who still 
runs the position and Notary who has terminated his / her term, that is when the Notary 
in conducting his / her position proves to be a violation, the Notary shall be responsible 
in accordance with acts he performs both responsibilities in terms of Administrative Law, 
Civil Law, and Criminal Law. second, the form of legal protection for a Notary who 
moves to office is through MKN. The legal protection granted to the Notary aims to avoid 
the arbitrary actions of the investigator who wishes to call the Notary in the hearing. 
 








Berdasarkan pada uraian pembahasan terhadap kedua permasalahan yang diteliti 
dalam tesis ini, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 
 
1. Bentuk tanggung jawab Notaris yang pindah wilayah jabatan terhadap akta yang 
dibuatnya sama dengan Notaris yang masih menjalankan jabatan dan Notaris yang 
telah berakhir masa jabatannya, yaitu ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya 
terbukti melakukan pelanggaran maka Notaris bertanggungjawab sesuai dengan 
perbuatan yang dilakukannya. 
 
2. Bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang pindah wilayah jabatan adalah 
melalui MKN. Keberadaan MKN ini pada dasarnya menggantikan tugas dari MPD 
sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris. Perlindungan hukum 
yang diberikan kepada Notaris bertujuan untuk menghindari tindakan yang 
sewenang-wenang dari penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam persidangan 
perkara pidana. Jika seorang Notaris digugat secara perdata maupun secara 
administrasi, perlindungan hukum dari MKN tidak diperlukan. Dalam hal Notaris 
dalam menjalankan jabatannya melakukan pelanggaran yang mengakibatkan dirinya 
dijatuhi sanksi, maka Notaris yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum 
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